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Nama : Melki Sedek Sembiring

NIM : 02101001084

Judul: Upaya Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Pendidikan

ABSTRAK

Pendidikan Indonesia diatur didalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 
Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan menurut Undang-Undang No 20 
Tahun 2003 adalah sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar perserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan dirinya masyarakat, 
bangsa dan negara. Seperti halnya dengan fenomena-fenomena kejahatan dalam 
dunai pendidikan tikda luput dari tindak kejahatan dan pelanggaran itu sendiri, 
misalnya praktik-praktik pemalsuan ijazah, adapun permasalahan yang timbul 
adalah upaya apa yang dapat dilakukan untuk menanggulangi dan mencegah tindak 
pidana di bidang pendidikan terutama terhadap praktik pemalsuan ijazah, serta 
mengetahui faktor penghambat dalam upaya penanggulangan dan pencegahan 
tersebut. Adapun penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan tersebut 
dengan cara menganalisis data mengunakan metode deskriptif analisis dengan 
mengunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang 
mengunakan data hasil studi lapangan sebagai data primer dan studi pustaka 
sebagai data sekunder. Data tersebut dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif 
dan teknik penarikan kesimpulan secara induktif Berdasarkan hasil penelitian 
diketahui, bahwa upaya penanggulangan dapat ditempuh melalui jalur penal melalui 
sistem peradilan pidana dan penerapan hukum baik dalam KUHP maupun Undang- 
Undang Sistem Pendidikan Nasional, dan jalur non penal melalui peran aktif 
pemerintah maupun masyarakat dalam menyikapin praktik-praktik pemalsuan ijazah, 
kendala yang dihadapi dalam penanggulanagn di tingkat kepolisian kurangnya sikap 
kooperatif dari pihak terkait dalam pengusutan kasus ijazah palsu, sedangkan 
kendala di tingkat dari pihak terkait adalah kurangnya sikap objektif penegak hukum 
dalam menilai perkara

Kata Kunci: Upaya Penanggulangan, Tindak Pidana Pendidikan, Kebijakan Hukum 
Pidana, Ijazah Palsu
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai mahkiuk yang memiliki akal budi manusia diberikan kemampuan 

untuk berfikir dan mampu secara sadar melakukan sesuatu hal. Hal ini yang 

menjelaskan perbedaan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Manusia mempunyai 

tujuan hidup yaitu untuk mencapai kebahagian yang bersifat rohani dan jasmani, 

kebahagian ini dapat terwujud jika manusia dengan sesamanya dapat hidup dalam 

suasana damai dan harmonis. Untuk mencapai tujuannya tersebut, tentunya manusia

haruslah dapatlah terlebih dahulu mematuhi dan menaati norma-norma yang hidup

dan berlaku dilingkungannya.

Agar manusia dapat mengerti serta memahami akan norma-norma tersebut, 

manusia haruslah memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang hal-hal ikhwal 

tentang norma-norma tersebut. Maka dari pada itu manusia di didik melalui 

pendidikan sejak dini baik pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan 

informal. Melalui ketiga saluran tersebutlah maka manusia diberikan pengetahun, 

pengalaman dan wawasan akan norma-norma yang hidup dilingkungannya , sehingga
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diharapkan manusia tersebut tidak hanya memahami dan mengerti namun dapat 

melaksanakannya dalam kehidupan nyata.1

Setiap manusia memiliki keragaman dalam hal bakat, potensi dan karkater, 

begitu juga dalam hal penerapan norma, itu sebabnya pendidikan diberikan agar 

terjadi persamaan pemahaman terhadap norma-norma tersebut. Pendidikan menurut 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah sebagai usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar perserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta 

keterampilan dirinya masyarakat, bangsa dan negara.2

Sebagaimana yang dikatakan oleh N. Driyarkara bahwa pendidikan bertujuan 

untuk memanusiakan manusia, atau membantu proses hominisasi dan humanisasi 

yang artinya membantu orang muda untuk semakin menjadi manusia yang berbudaya 

tinggi dan bernilai tinggi.3 Hal tersebut dapat mendeskripsikan, bahwa begitu 

pentingnya pendidikan bagi setiap manusia sehingga proses pendidikan pun haruslah 

dinamis artinya selalu ada pembaharuan dalam pendidikan yang tujuannya bermuara 

pada peningkatkan efisiensi, kualitas dan efektifitas sarana, serta jumlah peserta 

didik sebanyak-banyaknya, dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya dan sebaik-

Imam Bamadib. 2002. Filsafat Pendidikan. PT. Mitra Gama Widya. Yogyakarta, hlm. 22.
2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sistem Pendidikan Nasional. Sinar Grafika.

Jakarta. 2003. hlm. 2.
Driyarkara. 1996. Reorientasi Ilmu Pendidikan di Indonesia. Educatio. Jakarta, hlm. 3.
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baiknya. Pendidikan sangat dibutuhkan guna untuk terjadinya perubahan dalam

kehidupan bangsa maupun negara.

Mengingat pentingnya pendidikan bagi perubahan serta kemajuan suatu 

bangsa dan negara serta bagi setiap manusia secara personal dan kelompok, maka 

pemerintah dalam hal ini merumuskannya ke dalam suatu kebijakan pemerintah. 

Kebijakan pemerintah tersebut dapat dilihat pada visi, misi dan strategi pembangunan 

nasional, seperti pembangunan nasional jangka panjang dan pembangunan jangka 

pendek yang dilakukan setiap periodenya, untuk menciptakan arahan pasti guna 

pembangunan pendidikan yang semakin modem dan berkualitas. Maka tanggung 

jawab atas penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tidak hanya menjadi domain 

pemerintah, namun tersemat suatu harapan yang besar berupa dukungan dari segala 

elemen pendidik dan masyarakat itu sendiri.

Di Indonesia tanggung jawab pendidikan yang berkaulitas bagi seluruh 

warganya diatur secara eksplisit didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negera 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) alenia ke IV yakni; melindungi 

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan 

umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial4. 

Selanjutnya ditegaskan kembali didalam Pasal 31 ayat 1 bahwa ‘Tiap-tiap warga

4 Alinea 4, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
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negara berhak mendapatkan pengajaran” 5 dan, Pasal 31 ayat (2) yang menyatakan 

bahwa : “ Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran 

nasional yang diatur dalam satu sistem pengajaran nasional .

Sebagian besar masyarakat menganggap bahwa dunia pendidikan dapat 

mengajarkan nilai kebaikan (etika) dan nilai-nilai keindahan (estetika) dan nyaris 

tanpa cela seperti pelanggaran maupun kejahatan. Namun pada kenyataannya, 

fenomena yang terjadi dilapangan terkadangan bertolak belakang dari yang 

diekspetasikan selama ini. Masih maraknya bentuk-bentuk penyimpangan berupa 

pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di dalam dunia pendidikan menimbulkan rasa 

keprihatinan yang mendalam terhadap nasib pendidikan saat ini. Penyimpangan yang 

dilakukan tersebut pun bermacam-macam sifatnya dan dapat dilakukan secara

langsung maupun tidak langsung. Apa pun bentuknya baik penyimpangan yang

dilakukan bersama-sama ataupun yang dilakukan secara personal, namun perbuatan

penyimpangan terhadap norma-norma tersebut jelas-jelas telah mencoreng citra baik

dunia pendidikan selama ini.

Sebenarnya berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi didalam dunia 

pendidikan merupakan hal yang bisa saja terjadi karena semua bidang dalam 

kehidupan manusia memiliki potensi yang sama untuk terjadinya penyimpangan, 

sekalipun bidang tersebut merupakan bidang yang berfungsi untuk memperbaiki

l Pasal 31 ayat 0)> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
Pasal 31 ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
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tingkah laku. Menurut Saparinah Sadli, perilaku menyimpang merupakan suatu 

yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasarkan 

kehidupan atau keteraturan sosial.7 Oleh karenanya perilaku menyimpang ini haruslah 

ditanggulangi, termasuk penyimpang di dalam dunia pendidikan.

ancaman

Bentuk-bentuk penyimpangan baik berkadar pelanggaran maupun kejahatan 

terjadi didalam dunia pendidikan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana 

pendidikan. Dalam mengambarkan pengertian dasar perihal “tindak pidana 

pendidikan” perlu kiranya untuk menyatukan pandangan dengan mengidentifikasikan 

terlebih dahulu unsur-unsur sesuatu yang dikatakan sebagai tindak pidana di bidang 

pendidikan. Menurut Ridwan halim terdapat lima unsur pokok yang harus dimuat 

sebagai unsur-unsur pembeda dan sekaligus juga penentu dalam memastikan bahwa 

suatu perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana pendidikan atau setidak-tidaknya
o

dikualifikasirkan sebagai suatu tindak pidana . Selanjutnya dijelaskan oleh ridwan 

halim bahwa unsur-unsur yang dapat dikuaiifikasikan sebagai suatu tindak pidana 

pendidikan adalah sebagai berikut9 :

yang

a. dilakukan dalam bidang pendidikan serta berbagai kaitan yang ada 

didalamnya.

b. berupa kejahatan ataupun pelanggaran dengan segala tujuannya

c. baik sengaja maupun tidak disengaja

Muladi, Barda Nawawi. 1984. 7eori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni, hlm. 148.
A. Ridwan Halim. 1985. Tindak Pidana Pendidikan Suatu Tinjauan Filosofis-Edukatif 

Ghalia Indonesia. Jakarta, hlm. 106.
9 Ibid. hlm. 107-109.
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d. pelakunya dapat siapa saja, baik itu seorang pengajar baik didalam ataupun 

diluar lembaga pendidikan formal, ataupun seseorang murid, ataupun pihak

tua/wali murid ataupun mungkin juga orang lain lagi yang sikap 

tindaknya baik secara langsung ataupun tidak langsung suatu pendidikan, baik 

pendidikan tersebut bersifat formal maupun non formal

e. berwujud sebagai suatu kesalahan baik yang sudah diatur maupun yang belum 

diatur secara yuridis dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Dengan 

perkataan lain meskipun belum ada pengaturan hukum yang menandaskan 

bahwa suatu perbuatan itu adalah salah dan terlarang, namun berdasarkan 

berbagai nilai, asas, sendi dan norma-norma kebhinekaan serta kepatutan yang 

hidup dimasyarakat, bila perbuatan tersebut terjadi dalam bidang pendidikan 

maka dapatlah ia dikatakan sebagai suatu tindak pidana pendidikan.

Supaya dapat mengidentifikasi mengenai jenis-jenis tindak pidana yang sering 

terjadi di dalam dunia pendidikan, maka yang harus kita jadikan sumbu jalan pikiran 

dan pandangan kita dalam membagi dan membedakan aneka macam tindak pidana 

pendidikan ini sebaiknya ialah faktor pelaku, karena memang faktor inilah 

dominan peranannya dalam hal ini mengingat bahwa pelaku suatu tindak pidana 

pendidikan itu belum tentu selalu seorang pendidikan atau pengajar, atau karyawan 

dalam suatu lembaga pendidikan yang melakukan perbuatan pidana karena 

jabatannya, bahkan tidak mustahil si pelaku adalah si murid atau si anak didik

orang

yang



f
1

tersebut.10 Bila dipandang dari sudut pelakunya maka secara formal garis besarnya 

tindak pidana pendidikan itu dapat kita bagi-bagi dan kita bedakan sebagai berikut .

1. Tindak pidana pendidikan yang dilakukan oleh pengajar, yang dalam hal 

dibagi lagi atas;

a. Yang dilakukan di lembaga pendidikan formal, yang secara luas terdiri dari:

1) Golongan tindak pidana dalam arti sempit, seperti contoh; penekanan 

nilai, pemorotan terhadap murid, pelaksanaan pengajaran yang 

menyimpang dari kebenaran umum, pencurian/pembajakan terhadap 

karya orang lain hingga tindak pidana yang universal.

2) Feodalisme ilmiah yang sifatnya umum dan yang khusus.

b. Yang dilakukan di luar lembaga pendidikan formal, seperti contoh; 

pengajaran yang sangat komersial, penipuan lewat iklan, dan pemfitnahan 

terhadap usah pendidikan saingannya.

2. Tindak pidana pendidikan yang pada prakteknya bisa saja dilakukan oleh;

a. Orang tua atau/dan;

b. Anak (anak didik) itu sendiri.

3. Tindak pidana pendidikan yang universal, dalam arti pelakunya bisa siapa saja, 

yakni apakah ia itu seorang pengajar atau/dan pemimpin suatu lembaga 

pendidikan format/nonformal atau/dan orang tua murid atau/dan murid sendiri 

atau/dan karyawan lembaga pendidikan formal yang bersangkut.

10 A- R,dwan HaIim- 1986- Tindak Pidana Pendidikan Suatu Tinjauan Filosofis-edukatif. 
Ghalia Indonesia. Jakarta, hlm. 27

11 Ibid. hlm 28

ini bisa
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Sejak kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga pada tahun 2002 belum 

ada aturan hukum yang khusus mengatur mengenai Tindak Pidana Pendidikan, ada 

kemungkinan karena pada masa itu perbuatan tersebut belum berdampak yang sangat 

signifikan seperti sekarang, sehingga bila terjadi suatu tindak pidana di bidang 

pendidikan, maka ketentuan hukum yang dipakai untuk menjerat para pelaku adalah 

aturan/ ketentuan hukum yang sifatnya umum seperti pada Kitab Undang-Undang 

Tindak Pidana (KUHP), misalnya pada Buku Kedua pada Bab XIV pasal 281 sampai 

pasal 303. Pada pasal-pasal tersebut bernadakan perlindungan nilai-nilai pendidikan 

bagi anak-anak dibawah umur agar mereka tidak “rusak” budi pekerti, sopan santun 

dan tata kramanya, atau perbuatan-perbuatan yang dikatergorikan sebagai pemalsuan 

ijazah yang mengunakan pasal-pasal seperti pasal 263 dan pasal 264 ayat (1). Tetapi 

ketentuan-ketentuan tersebut masih bersifat umum orientasinya, atau belum 

sepenuhnya dan sekhususnya bertumpu pada prinsip-prinsip pendidikan 12.

12 Sebagai contoh dari peraturan-peraturan tersebut:
Pasal 283 (1) KUHP : Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda 
paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk 
sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar 
kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum 
dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika 
isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
Pasal 283 (2) KUHP : Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang 
melanggar kesusilaan di muka oranng yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang 
lalu, jika isi tadi telah diketahuinya.
Pasal 294 (1) KUHP : Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengm anaknya, tirinya, anak 
angkatnya, anak di bawah pengawannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa 
yang pemeliharaanya, pendidikan atau penjagaannya diannya yang belum dewasa, diancam dengan 
pidana penjara paling lama tujuh tahun.
Pasal 294 (2) KUHP : Diancam dengan pidana yang 

1. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, 
atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya,

sama:
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Maka pada tahun 2003 barulah dikeluarkan Undang-Undang No 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Bab XX pasal 67-71 yang berisikan 

ketentuan-ketentuan pidana yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang 

pendidikan yang secara garis besar dapat dikualifisirkan sebagai berikut.

2. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, 
tempat pen- didikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang 
melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

Pasal 295 (1) KUHP : Diancam:
1. dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau 

memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau 
anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang 
pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh bujangnya 
atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain;

2. dengan pidana penjara paling lama empat tahun barang siapa dengan sengaja menghubungkan 
atau memudahkan perbuatan cabul, kecuali yang tersebut dalam butir 1 di atas., yang dilakukan 
oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang sepatutnya harus diduganya demikian, 
dengan orang lain.

Pasal 300 (J) KUHP : Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling 
banyak empat ribu lima ratus rupiah:

2. barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup 
enam belas tahun;

3. barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum 
minuman yang memabukan. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah 
diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 301 KUHP : Barang siapa memberi atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada 
di bawah kekuasaainnya yang sah dan yang umurnya kurang dari dua belas tahun, padahal diketahui 
bahwa anak itu akan dipakai untuk atau di waktu melakukan pengemisan atau untuk pekerjaan yang 
berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat 
tahun.

13 Sebagai contoh dari Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tersebut:
Pasal 67 ayat 1 : Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, 
sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana 
penjara paling lama sepuluh tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah).
Pasal 68 ayat 1 : Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar 
akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun daa/atau pidana denda paling banyak Rd 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 68 ayat 2 : Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik 
profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratar! 
dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banvak Rd 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
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l. Memberian ijazah, sertifikat, gelar akademis dan atau vokasi tanpa hak.

Membantu memberi/menggunakan ijazah, sertifikat, gelar akademis dan atau 

vokasi yang tidak dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi syarat.

3. Menggunakan singkatan gelar yang tidak sesuai dengan perguruan tinggi.

4. Menggunakan ijazah, sertifikat, gelar akademis dan vokasi yang terbukti palsu.

5. Lulusan yang karya ilmiahnya terbukti merupakan hasil jiplak (plagiat).

6. Penyelenggara pendidikan yang tidak memiliki izin dari pemerintah.

2.

Pada dasarnya tindak pidana pendidikan tidak memiliki perbedaan yang tidak 

terlalu signifikan dengan tindak pidana pada umumnya. Sedangkan yang menjadi 

letak perbedaannya ialah objek yang menjadi korbannya yang berkaitan dengan dunia 

pendidikan. Unsur-unsur pidana yang terdapat pada tindak pidana pendidikan tidak 

berbeda dengan tindak pidana pada umumnya Selain itu ciri, jenis, pola serta bentuk 

tindak pidana berserta segala akibat maupun dampak yang ditimbulkan itu demikian

khusus kondisinya, dibanding tindak pidana pada umumnya. Di samping itu

kekhususan tindak pidana pendidikan lainnya terletak pada bidang yang dirugikan

Pasal 68 ayat 3 : Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan 
singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
Pasal 69 ayat 1 : Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, 
profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pasal 70 : Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, 
atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana 
dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 
(dua ratus juta rupiah).
Pasal 71 : Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 
sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
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yakni bidang pendidikan. Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana pendidikan 

tidak hanya menimbulkan kerugian nyata bagi pelaksana pendidikan itu sendiri 

bagi pihak pihak yang terkait dengan dunia pendidikan terutama bagi anak 

didik, yakni bagaimana mereka dapat mencapai tujuan dari pendidikan tersebut

namun

Ada beberapa kasus nyata dalam dunia pendidikan yang masih sering terjadi, 

misalnya; kasus ijazah palsu, praktek “penjualan ijazah saijana palsu (baik SI, S2, S3 

dan balikan Profesor) masih marak dilakukan untuk ijazah luar negeri maupun dalam 

negeri. Apabila diestimasikan jumlahnya sejak tahun 1990-an sampai dengan 

sekarang maka tidak terhitung lagi berapa jumlah pemalsuan ijazah lulusan dari luar 

negeri sampai lulusan dalam negeri, yang mana dengan modus operandi yang

bermacam-macam yang diduga dilakukan oleh perguruan tinggi tertentu dan ada juga

yang menggunakan jasa-jasa oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. 

Sebagai contoh beberapa Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Jawa Timur, misalnya 

ditemukan mengeluarkan ijazah palsu dengan tarif: untuk SI dan akta IV dibandrol 

Rp 12,5 juta, S2 seharga Rp 20 juta, dan S3 dijual Rp 70 juta tanpa kuliah.14 Kasus 

seorang guru di Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang diduga memiliki ijazah palsu dari 

salah satu perguruan tinggi swasta di Bogor dan lulus uji kompetensi, tapi akhirnya

Achmad Faizal , 1661 Ijazah Palsu Dijual dalam
(Lihat,http://edukasi.kompas.com/read/2012/06/14/12191675/1.661. Ijazah. Palsu.Dijual.dalam. 
5.Tahun) diakses pada 26 Januari 2014 pkl 20.15

5 tahun-

http://edukasi.kompas.com/read/2012/06/14/12191675/1.661
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tidak dapat memenuhi panggilan untuk proses seleksi lebih lanjut karena ijazahnya 

palsu.15

Ada kasus lain seperti kasus plagiat yang dilakukan seseorang dosen di 

Universitas Islam Negeri (UIN) Sayarif Hidayatullah, Jakarta. Plagiat tersebut 

dilakukan dosen dengan cara menjiplak skripsi salah seorang mahasiswa dan diklaim 

menjadi hasil penelitianya.16 Banyak kasus kekerasan yang dilakukan oleh oknum 

guru. Seperti contoh di Sukoharjo, seorang guru melakukan tindak kekerasan 

terhadap 21 siswa, yang tidak mengikuti instruksinya. Tak hanya di Sukoharjo, 

beberapa kasus kekerasan terhadap siswa juga pernah terjadi di Soloraya, seperti

pelemparan penghapus terhadap murid, hingga pemberian hukuman yang berlebihan

17dari guru kepada murid yang melanggar peraturan sekolah , Kasus seorang guru 

Asmara di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Medan yang memberi balsam

1 Rke mata muridnya karena menyontek, dan beberapa kasus lain seperti kasus

perkosaan dan pelecehan seksual oleh kalangan pendidik, manipulasi nilai yang

dilakukan guru terhadap siswanya, kasus pungutan liar terhadap siswa, kasus korupsi

15 Lusia Kus Anna, Seorang Guru Berijazah Palsu Lulus Uji Kompetensi, 
('Lihat,http://edukasi.kompas.com/read/2012/06/12/08120257
Seorang.Guru.Berijazah.Palsu.Lulus.Uji.Kompetensi) diakses pada 26 Januari 2014 pkl 20.25

16 Lusia Kus Anna, Dugaan Plagiat di PTN L
(Lihat,http://edukasi.kompas.com/read/2012/06/06/09355010.Dugaan.Plagiat.di.PTN.Diselidiki)
diakses pada 27 Januari 2014 pkl 10.30

17 Dita, Guru

Diselidiki,

dan Sederet Kasus Kekerasan,
(Lihat,http://www.solopos.com/2013/1 l/26/guru-dan-sederet-kasus-kekerasan-46845 U diakses pada 
27 Januari 2014 pkl 10.45

Muhammad Taufik, 4 Kisah Guru Hukum Anak Nakal Berujung Dipolisikan
(Lihat,http.//m.merdeka.com/peristiwa/4-kisah-guru-hukum-anak-nakal-beruiung-dipol isikan.htmB
diakses pada 27 Januari 2014 pkl 10.55

http://edukasi.kompas.com/read/2012/06/12/08120257
http://edukasi.kompas.com/read/2012/06/06/09355010.Dugaan.Plagiat.di.PTN.Diselidiki
http://w
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dana pendidikan dan masih banyak lagi kasus-kasus lain yang tidak hanya melibatkan 

orang-orang yang bergerak dibidang akademisi saja, namun juga penyimpangan dapat 

terjadi pada pejabat publik.

Seorang pejabat eselon III di Direktorat Jendral Pembinaan dan Pengawasan 

Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans), 

dengan inisial, HS, terpaksa dibebas tugaskan dari jabatannya oleh Menteri Ketenaga 

Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), Muhaimin Iskandar, karena ijazah Sl-nya 

diduga palsu19. Namun pengenaan sanksi dibebas tugaskan ini dirasakan masih terlalu 

ringan, karena pengenaan sanksi ini belum menjadi solusi penyelesaian terhadap 

kasus-kasus pelanggaran yang terjadi didalam dunia pendidikan. Mengutip dari 

perkataan Anggota Komisi III DPR Prof Dr T Gayus Lumbuun SH MH, Berdasarkan 

hasil penelitian Government Watch (GoWa)20, sedikitnya 60 persen pejabat publik 

menggunakan ijazah palsu. Lni tentunya sebuah fenomena yang cukup luar biasa. 

Maka menurut pendapatnya, pejabat publik yang berbuat demikian, tidak hanya

E-8/RIN, Diduga Ijazah Palsu Pejabat Eselon III Kemenakertrans Dibebastugaskan,
(Lihat,http://www.beritasatu.com /hukum/121819-diduga-iiazah-palsu-peiabat-eselon-iii-
kemnakertrans-dibebastugaskan.himh diakses pada 27 Januari 2014 pkl 21.15

Prof. Gayus Lumbuun S.H., M.H, (GoWa) Government Watch is a leading non government 
organization in Indonesia which observe and critisize Indonesian Government. The main activities of 
GoWa is watching the nepotism, corruption and coliution in Indonesian Government especially in 
President and Minister Office. (Gowa Government adalah oraganisasi non pemerintah yang terkemuka 
di indonesia yang dipelihara oleh pemerintah Indonesia. Tugas utama Gowa adalah mengamati 
nepotisme, korupsi dan kolusi dalam pemerintahan Indonesia terutama di Kantor Menteri dan 
Presiden)

http://www.beritasatu.com
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sekadar melakukan kebohongan publik, tapi juga pantas dijatuhi hukuman pidana

2|
yang berat karena telah melanggar hukum .

Selain beberapa fenomena-fenomena kasus diatas, terdapat juga beberapa 

putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan yang juga mendeskripsikan tindak 

pidana dibidang pendidikan sebagai contoh, Putusan No: 555 K/Pid.Sus/2011 di 

tingkat kasasi atas nama terdakwa Sjamsuddin Bin Harun yang terbukti mengunakan 

ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/ atau vokasi yang terbukti 

palsu untuk mendaftarkan diri Calon Kepala Desa Tanyoman Periode 2009-2014, 

yang telah terbukti melakukan pemalsuan terhadap ijazah yang mana perbuatan 

tersebut diancam dan diatur dalam pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No 20 Tahun 

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan dijatuhi hukuman 7 bulan penjara 

serta denda 5.000.000 (lima juta rupiah).22

Ada beberapa kasus riil (nyata) lain, yang sudah mendapat putusan pengadilan 

seperti contoh Putusan No: 1268 K/Pid.Sus/2010 atas nama terdakwa Mardianto bin 

Abdul Karim yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "Telah 

menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi 

yang terbukti palsu", sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 

ayat (1) UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, mengunakan gelar palsu 

dibelakang namanya didalam surat-surat dan dokumen-dokumen dengan

21 T. Gayus Lumbuun, Sanksi Hukum Pengguna Ijazah Palsu Terlalu Ringan,

2?2r^~ WVVW SUarakarY^Qnlme COm/neWS html?id=148190>> diakSCS P3da 27 Januari 2014 Pkl
22 Petikan Putusan, No. 555 K/Pid.sus/2011

(http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=undang-undang+no+20+tahun+2003)

http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=undang-undang+no+20+tahun+2003
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(■

mencantuman singkatan gelar SH di belakang nama H. Mardianto merupakan
\

singkatan dari Sarjana Hukum, sebab di belakang nama H. Mardianto diakhiri tanda 

baca koma (,) yang menurut kaidah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, 

singkatan gelar yang ditulis di belakang nama orang, aturannya adalah nama orang 

diakhiri tanda baca koma diikuti gelar akademik yang disingkat, sedangkan gelar 

akademik Sarjana Hukum lazim disingkat SH. Akibat perbuatan Terdakwa, hanya 

dipidana penjara selama 2 bulan 25 hari dan dan membayar biaya perkara 2.000 

rupiah.23 Dari 2 kasus diatas ini justru jauh dari apa yang diharapkan, sebab di pasal 

69 ayat 1 berbunyi:

“Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, 

profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara 

paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”1*

Kasus-kasus diatas merupakan sebagian sampel dari beberapa fenomena

dalam dunia pendidikan, hal ini jelas mengambarkan bahwa dunia pendidikan saat ini

perlu adanya perhatian dan perlindungan serta tindakan nyata, karena dunia

pendidikan merupakan asset terpenting dalam pembangunan yang berkelanjutan dan

juga mengingat bahwa perbuatan penyimpangan ini bukan merupakan pelanggaran

terhadap etika saja, namun bila dibayangkan dampak yang ditimbulkan untuk jangka

yang lebih panjang, akan dapat menjurus pada pelanggaran hukum yang akan

:

23 Petikan Putusan, No. 1268 K/Pid.Sus/2010
(http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=undang-undang+no+20+tahun+2003)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sistem Pendidikan Nasional. Sinar Grafika 
Jakarta. 2003. hlm. 25.

http://putusan.mahkamahagung.go.id/main/pencarian/?q=undang-undang+no+20+tahun+2003
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semakin kompleks lagi kedepannya. Maka sangat diperlukan upaya-upaya untuk 

meminimalisir dan menanggulangi perbuatan menyimpang tersebut.

Menurut Barda Nawawi Arief mengenai upaya penanggulangan berbagai 

bentuk perilaku menyimpang adalah sebagai berikut: “Bahwa upaya penanggulangan 

berbagai bentuk perilaku menyimpang dapat ditempuh melalui upaya non-penal dan 

upaya penal. Upaya non-penal biasanya menitikberatkan pada upaya-upaya yang 

sifatnya pencegahan (preventive) terhadap terjadinya kejahatan, dengan 

menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Sedangkan, upaya 

penal merupakan upaya penanggulangan dengan menggunakan hukum pidana. 

Upaya penal ini menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya memberantas 

(repressive”).25 Melihat pada fenomena yang terjadi saat ini maka upaya yang tepat 

adalah lebih diarahkan pada upaya yang sifatnya penanggulangan, melalui suatu 

aturan-aturan hukum yang khusus mengatur mengenai tindak pidana pendidikan agar 

dapat meminimalisir dan dapat menanggulangi perbuatan yang melanggar hukum ini.

Maka upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh penegak hukum dalam 

penanggulangan dan pencegahan terhadap tindak pidana pendidikan berupa upaya 

non penal dan penal. Upaya non penal yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam 

hal ini berupa upaya pembinaan terhadap tersangka. Selain upaya non penal ada juga 

upaya penal seperti penindakan terhadap para pelaku kejahatan melalui aturan-aturan 

hukum yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pendidikan seperti KUHP, UU

cara

2 Barda Nawawi Arief. 2002. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT. Citra Aditya 
Abadi. Bandung, hlm. 42.
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Perlindungan Anak, UU Tindak Pidana Korupsi, UU Sistem Pendidikan Nasional.26 

Namun penanggulangan yang dilakukan dengan cara penal (mengunakan ketentuan- 

ketentuan pidana) ini terkesan masih bersifat fragmentasi, artinya aturan hukum yang 

digunakan untuk menjerat para pelaku hanya terbatas pada koridor-koridor hukum 

yang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana 

pendidikan. Dari beberapa peraturan-peraturan seperti KUHP, Undang-Undang 

Perlindungan Anak serta Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sifatnya hanya 

mengatur secara umum namun memiliki tujuan yang berbeda satu sama lainya yang 

tidak khusus mengatur tindak pidana pendidikan, sementara itu Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan untuk menegakan sistem pendidikan 

nasional tidak semuanya menampung segala bentuk penyimpangan di bidang 

pendidikan.

Namun yang menjadi pokok persoalannya adalah undang-undang yang 

digunakan untuk menindak para pelaku tindak pidana pendidikan, dianggap masih 

belum efektif untuk menanggulangi perbuatan pidana ini, karena belum adanya aturan 

normatif diatur secara terperinci, sehingga sulit untuk menjerat para pelaku tindak 

pidana dan melakukan penegakan hukum dengan tegas dan tuntas. Serta kepolisian 

dalam hal ini tidak bisa hanya bekerja sendirian dalam penanggulangan tindak pidana 

pendidikan, mengingat keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian hanya 

dalam melakukan penindakan terhadap para pelaku sesuai ketentuan undang-undang.

26 Wawancara dengan Aipda Masrizal, Brig. Sat. Reskrim Polresta Palembang. 21 Maret 2014 
Pukul 09.13 WIB
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Bertitik tolak dari segala fenomena yang terjadi didunia pendidikan, maka 

perlu suatu upaya untuk menanggulangi sehingga dampak yang ditimbulkan dapat 

diminimalisir. Namun mengingat keterbatasan data yang didapat oleh penulis yang 

berkaitan dengan tindak pidana dibidang pendidikan, penulis dalam hal ini hanya 

akan mengkaji tentang pemalsuan ijazah. Maka penulis mengangkat judul mengenai: 

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana di Bidang Pendidikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan

sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam rangka penanggulangan dan

pencegahan tindak pidana dibidang pendidikan ?

2. Apa yang menjadi faktor penghambat didalam melakukan

penanggulangan dan pencegahan tindak pidana di bidang pendidikan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam rangka penanggulangan 

dan pencegahan tindak pidana di bidang pendidikan.

2. Untuk mengetahui yang menjadi faktor penghambat didalam melakukan

penanggulangan dan pencegahan tindak pidana dibidang pendidikan 

selama ini.
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D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu, manfaat dari 

segi praktis dan manfaat dari segi teoretis;

1. Manfaat dari segi teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:

a. Menjadi kajian akademik di bidang hukum pidana untuk merumuskan 

teori penanggulangan tindak pidana khususnya tindak pidana dibidang

pendidikan.

b. Menambahkan pengetahuan dan memperluas wawasan pemahaman

terhadap upaya hukum pidana, dalam menanggulangi tindak pidana

yang terjadi didalam dunia pendidikan.

2. Manfaat dari segi praktis, hasil penelitian ini dapat:

a. Memberikan pewawasan mengenai tindak pidana kepada para aparat 

penegak hukum, untuk dapat menjalankan tugasnya dan 

menyelesaikan setiap perkara pidana yang berkaitan dengan tindak 

pidana di bidang pendidikan dengan sebaik-baiknya dan seadil- 

adilnya bagi masyarakat.

b. Memberikan penyadaran bagi para pelaku pendidikan untuk dapat 

menjauhi perbuatan yang menjurus kepada tindak pidana pendidikan 

yang dapat merusak citra pendidikan.
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E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah 

penanggulangan terhadap praktik ijazah palsu yang terjadi di wilayah hukum 

kota Kepolisian Resort Kota Palembang, berdasarkan pada ketentuan Undang- 

Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XX Pasal 67-71

upaya

dan KUHP.

F. Kerangka Teoretis

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau 

berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu 

lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bernegara27. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan 

oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh 

subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.28 Dalam arti luas, proses penegakan 

hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam 

arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai 

upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan29.

27
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH. Penegakan Hukum, (Lihat 

,hftp.//www.iirnly.com/makalah/ namafile/56/Penegakan Hukum.pdf.diakses pada 01 Maret 2014 pukul 
10.15 WIB

28 Ibid.
29 Ibid

http://www.iirnly.com/
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Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu 

dari segi hukumnya bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. 

Dari sudut objeknya, penegakan hukum memiliki arti luas dan arti sempit. Dalam 

arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di 

dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam 

masyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan

32peraturan yang formal dan tertulis saja.

Istilah penegakan hukum adalah terjemahan dari bahasa inggris “law 

enforment”. Menurut Black’s Law Dictionary, law enforcement diuraikan sebagai 

berikut “the act ofputting something such as a law into effect; the execution of a law; 

the carriying out of a mandat e o r command” (black 1990). Hal ini menjelaskan 

bahwa penegakan hukum identik dengan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat 

penegak hukum.33 Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum pidana mengatur 

suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. 

Penegakan hukum adalah suatu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum 

menjadi kenyataan. Secara konsepsional, bahwa inti dari penegakan hukum terletak 

pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar didalam kaidah- 

kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap-sikap sebagai rangkaian

30 IbidL
31 Ibid.
32 Ibid.
33 Chaerudin, et al. 2008. Strategi Pencegahan dan Pegawasan Hukum Tindak Pidana 

Korupsi. PT.Refika Aditama. Bandung, hlm. 55.
34 Muchamad Iksan. 2012. Dasar-dasar Kebijakan Hukum Pidana Berperspektif Pancasila 

www.hukum.ums.ac.id, diakses pada 01 Maret 2014 pukul 10.25 WIB.

http://www.hukum.ums.ac.id
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penjabaran nilai lahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan 

kedamaian pergaulan hidup35. Maka fungsi hukum yang paling fundamental ialah 

sebagai perlindungan bagi manusia terhadap setiap penyimpang-penyimpangan 

(pelanggaran atau kejahatan) yang terjadi di lingkungannya.
36Ada 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum, yaitu :

a. Kepastian Hukum (Rechtsisherheit)

b. Kemanfaatan (Zweekmassigheit), dan

c. Keadilan (Gerechtigheit)

Mengenai teori penegakan hukum pidana, maka akan sangat erat kaitannya 

dengan Criminal Justice System, atau yang biasa disebut dengan Sistem Peradilan

Pidana. Menurut Ali Said, sistem peradilan pidana adalah tidak lain dari kerjasama

antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam peradilan pidana secara terpadu 

walaupun dengan kebhinekaan fungsi dari masing-masing unsur sistem tersebut 

dalam penghayatan yang sama tentang tujuan sistem peradilan pidana.37 Sedangkan 

menurut Alan Coffey, peradilan pidana adalah suatu sistem, yang menyangkut 

beberapa lembaga dalam aktivitasnya. Maka dalam prosesnya, sistem menyangkut 

beberapa lembaga yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga 

Pemasyarakatan.

Soerjono Soekanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Edisi I- 
7. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 5.

36 Sudikno Mertokusumo
M. Rasyid Ariman dkk. 2007. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Palembang: Unsri.

hlm. 21.

i
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2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan hal yang fundamental dalam rangka upaya 

penanggulangan kejahatan yang terjadi dimasyarakat. Dengan ditegakannya hukum, 

maka diharapkan terciptalah kehidupan manusia yang damai dan sejahtera. Namun 

dalam perkembangannya tidak selamanya proses penegakan hukum dalam berjalan 

dengan sebagai mana yang diharapkan, hal ini dikarenakan banyaknya faktor-faktor 

yang mempengaruhi dalam proses penegakan hukum itu sendiri baik itu dari faktor 

manusia dan faktor non manusia. Menurut Soeijono Soekanto, dalam bukunya faktor- 

faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menyebutkan bahwa masalah pokok 

dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin 

mempengaruhinya, yaitu:

a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang

b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang 

menerapkan hukum.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau 

diterapkan.

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

„ Soerjono Soekanto S.H., M.A., 2008. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan 
Hukum . Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hlm. 8.
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t*
/ j

Efektifiklas bekerjanya hukum juga dapat ditelaah dengan pemikirannya 

Lawrence M. Friedman yang menyatakan, bahwa efektiftas bekerjanya hukum 

dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya 

hukum. Faktor struktur adalah faktor yang berkaitan dengan aparatur hukum, 

lembaga-lembaga hukum, birokrat dan instansi terkait. Faktor struktur sering 

diidentifikasi dengan kekuasaan pemerintah. Faktor substansi hukum adalah faktor 

yang berikatan dengan suatu peraturan perundang-undangan dalam mengatur 

lalulintas pergaulan manusia, sebagai contoh Undang-undang lalu lintas dan angkitan 

umum, untuk menjaga ketertiban berlalu lintas. Faktor budaya hukum adalah hal-hal 

yang berkaitan dengan kebudayaan masyarakat, sebagai contoh budaya kurang

menghargai hukum, budaya main hakim sendiri (eigenrechting) dan lain sebagainya. 

Budaya-budaya tersebut akan menghambat bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan 

penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat 

diatur boleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi, dengan 

demikian pelaksanaan itu berada diantara hukum dan moral39. Penegakan hukum 

yang dapat dilakukan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan 

suatu negara dalam upaya mengangkat harkat dan martabat bangsa dibidang hukum 

terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya.40

39 Satjipto Raharjo. tanpa tahun. Masalah Penegakan Hukum dalam Suatu Tinjauan 
Sosiologis. Sinar Baru. Bandung, hlm. 15.

40 Bambang Sutoyono. 2004. Aktulita Hukum dalam Era Reformasi. Jakarta : PT Raia 
Grafindo Persada, cetakan keempat, hlm. 57.



25

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian tentang upaya penanggulangan tindak pidana dibidang 

pendidikan merupakan tipe penelitian deskriptif analisis. Metode Penelitian 

deskriptif analisis merupakan metode yang bertujuan mendeskripsikan atau 

memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel 

atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.41 

Penelitian deskriptif analitis menurut Soejono Soekanto dimaksudkan untuk 

memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala - 

gejala lainnya.42

Adapun pendekatan yang dilakukan penulis terhadap penelitian ini adalah 

pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case 

approach). Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan 

mengkaji semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkut paut dengan 

isu hukum yang sedang ditangani, dalam hal ini undang-undnag yang berkaitan 

dengan tindak pidana di bidang pendidikan. Sedangkan pendekatan kasus (case 

approach) dilakukan dengan cara melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang 

berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kasus ini dapat berupa kasus tindak 

pidana di bidang pendidikan.

41 Anonim, Pengertian Pendekatan Deskriptif Analisis, http://www.bimbingan.org/pengertian- 
pendekatan-desknptif-analitis.htm. Diakses pada 27 Februari 2014 pukul 19.51 WIB.

Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI Press, hlm 51

http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-desknptif-analitis.htm
http://www.bimbingan.org/pengertian-pendekatan-desknptif-analitis.htm
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2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data
43Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari studi lapangan

2. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan 

mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang 

berwujud laporan, dan sebagainya.

b. Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan (field research)

berupa pengamatan maupun wawancara yang terstruktur yaitu dengan

menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman. Wawancara dilakukan

terhadap pihak-pihak baik pihak kepolisian, lembaga pendidikan (

pendidik) serta berbagai instansi terkait.

2. Data sekunder

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan data 

yang diperoleh melakukan penelitian kepustakaan (library research) 

dokumen yang meliputi:44

43 Amirudin dan Zainal Asikin. 2012. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT.Raja 
Grafindo Persada, hlm. 30

44 Bambang Sunggono. 2011. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raia Grafindo 
Persada, hlm. 113-114
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a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan 

terdiri dari Undang-undang dasar 1945 amandemen ke-IV, KUHP 

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-undang No 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang No 12 

tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan undang-undang terkait 

lainya.

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang, hasil penelitian 

(hukum), hasil karya ilmiah dari saijana-saijan hukum

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya

Kamus hukum, Kamus Pendidikan dan Kamus Bahasa Indonesia,

Literatur-literatur yang terkait dengan asas-asas umum hukum pidana

dan pendidikan, sera Tulisan-Tulisan di Internet.

3. Teknik Pegumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

mengunakan 2 metode, antara lain:

a. Wawancara

Supaya mendapatkan pembahasan yang sejalan dengan permasalahan dan 

dengan memperhitungkan efisensi waktu, tenaga serta biaya, maka wawancara 

dalam penelitian ini dilakukan secara bebas terpimpin (controlled interview)
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apabila diperlukan akan dilakukan wawancara bebas ifree walk). 

Wawancara dilakukan bertujuan untuk mendapatkan keterangan-keterangan 

dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian seperti petugas kepolisian dan 

tenaga pendidik serta administrasi dibidang pendidikan, 

d. Studi Pustaka

Supaya mendapat penjelasan dari permasalahan, maka peneliti melakukan 

studi pustaka dengan mempelajari sumber-sumber data dan bahan-bahan 

hukum yang berhubungan dengan permasalahan.

dan

4. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi untuk dijadikan bahan penelitian adalah di kota

Palembang, khususnya Satreskrim Polresta Palembang, Pengadilan Negeri

Palembang, dan Dinas Pendidikan Provinsi Kota Palembang.

5. Teknik Penentuan Sampel

Penentuan sampel penelitian menggunakan metode purposive sampling 

yaitu menarik sampel berdasarkan atas pertimbangan tujuan tertentu dengan 

alasan para aparat penegak hukum dianggap mengetahui persoalan yang diteliti 

menangani masalah tindak pidana di bidang pendidikan. Teknik 

pengambilan sampel yang dilakukan dengan data di lapangan yaitu dengan 

mempelajari kasus tindak pidana dibidang pendidikan dan juga melakukan 

wawancara terhadap narasumber yaitu para pihak yang memiliki keterkaitan 

terhadap penyelesaian kasus tersebut, seperti Kasat Reskris Polresta Palembang,

dan
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Kanit Harta Benda Polresta, Penyidik Polresta Palembang, Hakim Pengadilan 

Palembang dan Dinas Pendidikan sebagai saksi ahli.

6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Penganalisaan data dilakukan secara kualitatif, yaitu menganalisis data 

yang berupa keterangan-keterangan dan bahan-bahan tertulis. Penganalisaan data 

dengan cara melakukan analisis deskriptif, yang bertolak dari analisis yuridis 

yang ditunjang dengan analisis historis dan komparatif. 45 Analisis kualitatif ini 

dilakukan secara deskriptif karena penelitian ini bermaksud mengungkapkan atau 

menggambarkan data berupa upaya penanggulangan pidana sebagaimana adanya, 

secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban 

permasalahan.

7. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian mengenai upaya penanggulangan 

tindak pidana di bidang pendidikan ini dilakukan secara induktif. Penarikan 

kesimpulan induktif adalah menarik suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan 

khusus menuju pernyataan-pernyataan umum dengan menggunakan penalaran 

atau berfikir rasional.46

^ Burhan Ashshofa. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 67-68. 
Beni Ahmad Saebani.2009./Vfe/ocfe Penelitian Hukum. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 93
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